TINJAUAN UM UM PERKiA\/\\ﬁ II\IIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM SERTA PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkdnakga sebagai salah satu
unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernggiagegiatur oleh aturan hukum baik
yang tertulis (Hukum Negara) maupun yang tidaklterfHukum Adat). Untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratfglah bahwa para pihak yang akan
melakukan harus telah dewasa jiwa ragdhgteh karena itu di dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tentukdasbumur minimal untuk
melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentamkp®R@an Pasal 1
merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkanh#®an Yang Maha Esa,
perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perkauitiak dapat melepaskan dari
agama yang dianut suami isteri. Pernikahan diansgia@mpabila dilakukan menurut
hukum perkawinan masing-masing agama dan kepencaseta tercatat oleh
lembaga yang berwenang menurut perundang-undangag Yerlaki$?
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hatigragan pencatatan

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sesepranisalnya kelahiran,

32 Hilman Hadikusuméa;lukum Perkawinan Indonesfay. Mandar Maju, Bandung, 2003, him. 1.
33 Mahmud YunusHukum Perkawinan Dalam Islacetakan kedua, Hidakarya Agudgkarta
him. 1.
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kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ket@nasgatu akte resmi yang juga
dimuat dalam daftar pencatatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentamkp®@an Pasal 1,
Perkawinan adalah:
“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengaraegavanita sebagai suami Isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) pahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dajlaradalah sebagai berikut :
a. lkatan lahir bathin.
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
c. Sebagai suami isteri.
d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagikedah
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hidup bersaami isteri dalam
perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubusgksual tetap pada pasangan
suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tanggg lpahagia, rumah tangga yang
rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. W@ salah satu perjanjian suci
antara seorang lakiHlaki dengan seorang perempoaurk utmembentuk keluarga

bahagi&*

34 Sayuti ThalibbHukum Kekeluargaan Indonesidl-Press, Jakarta, 2001, him. 42.
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2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Idam.

Secara etimologi, nikah atau ziwaj dalam bahada #tanya adalah mendekap
atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, aitlahh akad atau kesepakatan yang
ditentukan oleh syara’ yang bertujuan agar sedefiaki memiliki keleluasaan untuk
bersenang-senang dengan seorang wanita dan mé@ghaleorang wanita untuk
bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut Syarahikahadalalfagadantara calon suamiisteri untuk membolehkan
keduanya bergaul sebagai suami igterdgad nikah artinya perjanjian untuk
mengikatkan diri dalam perkawinan antara seoramgtavdengan seorang laki-I&Ki.
Menurut pengertiafrukaha, perkawinan adalahgad yang mengandung ketentuan
hukum kebolehan hubungan kelamin derigéad| nikah atauziwaj yang semakna
keduany&’ Menurut golongarMalikiyah, nikahadalahagadyang mengandung
ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkdmey bersenang-senang dan
menikmati yang ada pada diri wanita yang bolehmi@nganny#é

Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 HasipHukum Islam
adalah pernikahan, yaitu : agad yang sangat kaatnaiitsaagan gholiidhan untuk
mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannyaipakan Ibadah. Melakukan
perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran adrerkawinan salah satu perbuatan

hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yanmgenahi syarat.

35 Asmin,Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari UndangdangNomorl Tahun
1974,PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, him. 28.

36 Sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidniversitas Indonesia, Jakarta, 1974, him.
63.

87 Zakiah Daradjat/mu Figih jilid 2, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, him. 37.

38 Djamaan NurFigih Munakahat Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993, Bm.
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Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksemséparoh lagi, hendaklah ia
tagwa kepada Allah SWT, demikisnnnah gauliyaltsunnah dalam bentuk perkataan)
Rasullullah SAW?? Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandamganurut Sayuti
Thalib yaitu 4°
a. Perkawinan dilihat dari segi Hukum.

Dipandang darsegihukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian di€puan

surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adadajanjian yangsangat kuat,

disebutkan dengan kata-kata “miitsaagan gholiidiamlasan untuk mengatakan

perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dergga nikahrukun dan
syarat tertentu.

2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengaregurthalaq, fasakh,

syigaqdan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karaj@eg khusus, yaitu:

1) Perkawinan tidak dapalilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah
pihak.

2) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perawisaling
mempunyai hak untunemutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang

sudah ada hukum-hukumnya.

3% Mohammad Daud AliHukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulis&).
Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him. 3.

40 Sayuti ThalibOp.Cit, him. 47.

41 Mohd. Idris RamulyoQp.Cit, him. 47.
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3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak.

b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial.
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatugiemiyang umum adalah
bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukamlghih dihargai dari
mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya pexatientang perkawinan,
wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berb@ab@g tetapi menurut
ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin polighanya dibatasi
paling banyak empat orang dengan syarat-syarattgatemtu.

c. Perkawinan diihat dart segi Agama.
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaiiu Segi yang sangat penting.
Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembagasyandJpacara perkawinan
adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihknngenjadi pasangan suami

isteri atau saling meminta menjadi pasangan hicfgny

B. Tujuan Perkawinan
1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Tentang Per kawinan
Menurut Undang-Undang NomorThhun 1974 Tentang Perkawinan
Tentang Perkawinan Pasal tljuan perkawinan adalah “Untukembentuk

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarktuh&nan Yang

42 bid, him. 19.
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Maha Esa* Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan amakgt
kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anslembentuk keluarga yang
bahagia rapat hubungannya dengan Kketurunan yangipei@n tujuan
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikaenjadi hak dan kewajiban kedua
orang tug?

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara s@tarndan anak-
anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicajanlbh yangsifatnya
sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenggr&dawinan yang
diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dsyakhir dengan kematian
salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan @itatbarkan menurut
kehendak pihak-piha®. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan dapat digtelsahwa sebagai negara
yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang peryaiha Ketuhanan Yang
Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yaag aengan
agama/kepercayaan. sehingga perkawinan bukan sajapumyai unsur
lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang memygiiperanan yang penting.

Suami isteri perlu saling bantu membantu dan satietengkapi dalam
membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rdamgga bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menggmdakna bahwa selain
dan perkawinannyharus dilangsungkan menurut ajaran agama masinigxnas

sebagai pengejewantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

43 Djamaan NurOp.Cit him. 4.
44 1bid, him. 4.
45 Mohammad Daud AliQp.Cit, him. 43-44.
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2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Idam

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah unteknenuhi kebutuhan
hidup jasmani dan rohani manusia, untuk memberglulatga dan memelihara serta
meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya diaddan untuk mencegah
perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentekainarga dan Masyarakétuntuk
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakatrdemgndirikan rumah tangga
yang damai dan teratur.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri méwis yang perlu
mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya &dflaaliq penciptanya dengan
segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri maryssig antara lain keperluan
biologisnya agar manusia menuruti tujuan kejadian@lah SWT mengatur hidup
manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya desiggan perkawinan. Menurut
Soemijati sebagaimauikutip oleh Idris Ramulyo disebutkan bahwa tujpaerkawinan

dalam Islam:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusisariubungan antara laki-
laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatarge yang bahagia
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk meeipé@iurunan yang sah
dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-keteryang diatur oleh
syariah™’

Menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah perkawttgpat dikembangkan

menjadi lima, yaitt#:

46 Mohd. Idris RamulyoQp.Cit, him. 26-27.
47 bid, him. 27.
48 K. Wantjik SalehiHukum Perkawinan Indonestahalia Indonesia, Jakarta. him.41.
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a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk meyaplkieturunan yang sah.
Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh diriesydiis, masyarakat, negara dan
kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalark mdlwup manusia agar hidup
bahagia dunia dan akhitéebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan btrbak
kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkelatgn bermasyarakat.
Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak- Anak
merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sédddidupan rumah

tangga yang kandas karena tidak mendapat karuaka an

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya damumpahkan kasih
sayangnya.
Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakarjodoh-jodoh dan
mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan #&ki-Han wanita.
Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksaaluhtuk menyalurkan
cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita sebarenonis dan bertanggung
jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yangrdieikawinan tidak akan
menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yaygk,| karena

didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satuan
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c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang rggludapat ditunjukkan
dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukamyalurannya
dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaramdpat menimbulkan
kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain dalnkasyarakat, karena

manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatag tdak baik.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawakennesa hak serta
kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan hafad.
Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkari depannya,
masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin balutaemikirkan bagaimana
caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluddga. tindakannya
masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurangtapadan kurang
bertanggung jawab. Rumah tangga dapat menimbuétaarsgat bakerja dan

bertanggung jawab serta berusaha mencari hartahgal

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakagttgnteram atas
dasar kasih sayang.
Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat ditsaygan adanya ketenangan
dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketendag ketenteraman keluarga
tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang hiaramtara suami isteri dalam
suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleimyadkesadaran anggota

keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.
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C. Syarat-syarat Perkawinan
1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undangadg

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meligtiti :
a. Syarat-syarat materiil.
1) Syarat materiil secara umum adalah sebagaiuierik
a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak caémpelai.
Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat mesaacalon
mempelai perempuan dan calon mempelai laki-lakinpaa
persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Heesetdari
kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat sglagan untuk
membina keluarga.
b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnyashsudah mencapai
19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harushsbdaumur 16
tahun.
c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
2) Syarat materiil secara khusus, yéitu
a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatuabimtUndang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, Pasal Palsal 10, yaitu

larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

49 Asmin, Op.Cit him. 22-24.
50 p Hamdany,Risalah NikahPustaka Amani, Jakarta, 2002, him. 44.
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(1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bateahke

atas.

(2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.

(3) Hubungan semenda.

(4) Hubungan susuan.

(5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.

(6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang
berlaku dilarang kawin.

(7) Telah bercerai untuk kedua kalinya. sepanjang hukum
masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentika

Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai ya@igm berumur 21

tahun. Yang berhak memberi izin kawin y&itu

(1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.
Jika kedua orang tua masih ada, maka izin dibesaive oleh kedua
orang tua calon mempelai. Jika orang tua lakitglkh meninggal
dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepadagitza perempuan
yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perampabagai wali,
maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yaaimidHukum
Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh ordng
perempuan bertindak sebagai wali.

(2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telahinggal
dunia atau dalam keadaan tidaknampu menyatakan

kehendaknya disebabkan :
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(a) oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.

(b) berada dalam keadaan tidak waras.

(c) tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masitup

atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehepaakn

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia &edua-
duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan ketgrada
maka izin diperoleh dari:

(a) wali yang memelihara calon mempelai.

(b) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan ke atas selamzasih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.

(4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-grang disebut
dalam Undang-Undadomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 6 ayat (2), (3)an (4) atau seorang atau lebih diantara
orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, dfdangaalam
daerah hukum termpat tinggal orang yang hendakngselagkan
perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Peiaibézin dari
Pengadilan diberikan:

a) atas permintaan pihak yang hendak melakukan pekaw

b) setelah lebih dulu Pengadilan mendengar senainggrang disebut

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangW®iekn

Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).
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b. Syarat-syarat Fornii.

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkevepada pegawai

pencatat perkawinan.

2)Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

3)Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamkepercayaan

masing-masing.

4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat peg@wi
2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Idam.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah mémneokun dan syarat
perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) séd@ngyarat merupakan unsur
pelengkap dalam setiap perbuatan huktiPerkawinan sebagai perbuatan hukum
tentunya juga harus memenuhi rukun dan syaratt$geemntu. Rukun nikah merupakan
hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsangkskawinan. Rukun nikah
merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artifeyaddah satu dari rukun nikah tidak
terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Ruikah adalah:

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
b. Wali bagi calon mempelai perempuan.

c. Saksi.

d. ljab dan kabul.

51 A. Zuhdi MuhdarMemahami Hukum PerkawinaAl-Bayan, Bandung, 1994, him. 24.
52 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatdp, Cit, him. 60.
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Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus diiergar suatu perkawinan
dinyatakan sah adal&h
a. Syarat Umum.
Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan largreggawinan dalam Al-Qur'an
surat Al-Bagarah ayat (221) tentang larangan pémnkavkarena perbedaan agama
dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Atieayat (5) yaitu khusus laki-
laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuarQulan surat An-Nisa ayat
(22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinagrigenubungan darah, semenda dan
saudara sesusuan.
b. Syarat Khusus.
1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah ssgarat mutlak
(conditio sine qua non), absolut karena tanpa calempelai laki-laki dan
perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Catwmpelai laki-laki
dan perempuan harus bebas dalam menyatakan peasetyp tidak
dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konselsidahwa kedua calon
mempelai harus sudah mampu untuk memberikan tpgrae untuk
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan inyhasiapat dilakukan
oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasdl,baligh. Dengan
dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmaniotiani dalam

melangsungkan perkawinan.

53 1bid, him. 62.
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Harus ada wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAxahg
diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyahagul SAW pemah
mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi danmlibdi
berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai walkahmya tetap

sah®Syarat-syarat wali adalah:

a) Islam.

b) Akil baligh

c) Berakal.

d) Laki-laki.

e) Adil.

f) Tidak sedang ihram atau umroh.

Saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberdteh dua orang
laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Seladits Rasul SAW
dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: "Tidak sah Imikaelainkan

dengan wali dan dua orang saksi yang adil", digdi#talil atas pendirian
yang sedemikian Syarat-syarat kedua orang saksiltet adalah:

a) Islam.

b) Dewasa &kil baligh).

c) Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari pertauasehari-hari.

541bid, him. 63.
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Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan agad nikatngytidak dihadiri
oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orangisaksirus muslim. Tidak
sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi makgatsaksi boleh
saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukamaea seorang
Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyzh).

4) ljab dan Kabul.

ljab vyaitu pemyataan kehendak mengikatkan diri rdaldentuk
perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuanukan kepada laki-laki
calon suami. Sedangk&mbul yaitu pemyataan penerimaan mengikatkan diri
sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-lkib kabul dilakukan di
dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak lzmng antara ijab dan kabul
yang merusak kesatuan agad dan kelangsungan aachading-masing ijab
dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedaa p#éiak dan dua orang
saksi. Syarat-syarat ljab Kabadalah:

a) Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab).

b) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempeldalakigabul).

¢) Menggunakan kata-kata nikah (tazwij).

d) Antara ijab dan gabul diucapkan bersambungan.

e)Antara ijab dan gabul harus jelas maksudnya.

f) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

0) Majelis ijab dan gabuiarus dihadiri minimal 4 (empat) orang.

55 Asmin, Op.Cit, him. 31.
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D. Larangan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan Menur ut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Menurut Undang-Undandlomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan larangan

perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai 11, yaitu:

a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan @&8alNo. 1 Tahun 1974)
disebabkan berhubungan darah yaitu larangan pedawarena hubungan ke-
saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidakdisipgkirkan berlakunya :

1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke baveaipun ke atas yang
terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dgaih, cicit (Pasal 8 sub a).

2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyampinlyi tdan saudara
perempuan ayah, anak perempuan saudara lakifaki, erempuan saudara
perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).

3) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempugimidkcik), ibu dari isteri
(mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).

4) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudagnsasak susuan dan bibi
atau paman susuan (Pasat 8 sub d).

5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai &ibkamenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari sgqRasal 8 sub e).

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perdéimayang berlaku,

dilarang kawin (Pasal 8 sub f).
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b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau gnasising pihak masiterikat
dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun)1974
Larangannya bersifat sepihak artinya larangan kerlsecara mutlak
kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perenyaumgnmasih terikat
dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlalakerkepada seorang
laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinamu at@oramg laki-laki
yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukgerkawinan dengan
isteri kedua.

c. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bers@hanyak 2 (dua) kali
(Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).
Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suasteril yang telah
bercerai sebanyak 2 (dua) kail. Perkawinan yang poeyeai maksud agar
suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekkhszatu tindakayang
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus arfmmar
dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencégdhkan kawin
cerai berulang kail, sehingga suami maupun istdimg menghargai satu
sama lain.

d. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masguui®asal 11 UU No.
1 Tahun 1974).
Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yaag ldimg dengan sendirinya
apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuagiaidetentuan masa lamanya

waktu tunggu. Sesuai dengan Pasal 8 masa lamakigatwaggu selama 300 hari,
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kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu meni@@i iari. Masa tunggu terjadi
karena perkawinan perempuan telah putus karena:

1) Suaminya meninggal dunia.

2) Perkawinan putus karena perceraian.

3) isteri kehilangan suaminya.

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Idam.

Pada dasarnya laki-laki muslim dapat kawin ataahmidengan wanita yang
disukainya. Prinsipnya tidak berlaku mutlak. Karada batasan dalam Al-Quran surat
Al-Bagarahdan suratAn-Nisadan berlaku bagi umat Islam. Larangan perkawinan
menurut hukum Islam dibagi menjadi dua yfitu:

a. Larangan untuk selama-lamanya (muabbad).

Larangan untuk selama-lamanya didasarkan pada :

1) Larangan perkawinan karena hubungan darah jnasab
Dari sudutkedokteran, perkawinan antara keluarga yang beamngabudarah
yang terlalu dekat akan mengakibatkan keturunakelght kurang sehat, cacat
dan kurang cerdas. Dalam Al-Qur'an séatNisaayat (23) diatur mengenai
larangarmmenikahi wanita karena hubungan darah yaitu:
a) Diharamkan mengawini itkandung.
b) Anak perempuan.

c) Saudara perempuan.

56 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihati, Cit, him. 85-96.
57 Mohd. Idris RamulyoQp.Cit, him. 36.
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d) Saudara perempuan ibu.

e) Saudara perempuan bapak.

f) Anak perempuan saudara laki-laki.

g) Anak perempuan saudara perempuan.

Dalam pergaulan sehari-hari antara bapak dengé&npanempuan yang
sudah dewagbaligh) dan antara seorang anak laki-laki dewasa dengayab
haruslah dijaga jangan sampai terlanggar normanTydwag Maha Esa.

2) Larangan perkawinan karena hubungan se-susu-an.
Larangan perkawinan dalam hubungan se-susu-apdemialam Al-Quran
suratAn-Nisaayat (23) yaitd®
“Ibu yang menyusui dan saudara perempuan se-slist@orang
anak laki-iakdengan wanita yang tidak mempunyai hubungan deatami
pernah menyusu (menetek) dengan Ibu (wanita) yangasdianggap
mempunyai hubungan se-susuan, oleh karenanya tifgsahgan
menikah antara keduanya karena se-susu-an. Syamgt imenjadikan
seorang anak dikatakan sebagai saudara se-susu-an:
a) Umur anak pada waktu menyusui kurang dari 2 (dwadiurt
berdasarkan firman Allah SWT dalam sukkBagarahayat (223).
b) Anak yang menyusui sampai lima kali kenyang dengaktu yang
berlainan. Menurut Hanafi dan Maliki bahwa sediiu banyak jumlah

susuan dan terjadinya larangan perkawinan.

58 Sayuti ThatibOp.Cit,him.52.
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3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda artinya adalah setelah huburmamjmen yang terdahulu.

Larangan diharamkan dalam Al-Qur'an surat An-Nigat €3) yaitu:

a) lbunya isteri (mertua dan terus sampai ke atas).

b) Anak tiri yang perempuan yang berada dalam perregdihenu yang lahir dari
isteri yang telah dicampuri, dan apabila isterutvetlicampuri maka boleh
dikawini anak tiri.

c) Isteri anakshulbi(menantu yang perempuan).

d) Dua orang wanita bersaudara.

e) Anak tiri apabila ibunya sudah di-dukhul (hubungeksual).

Laki-laki yang telah menikahi kakaknya yang peramrp atau
adiknya yang perempuan maka timbullah larangangpérian antara
suami dari kakak atau adik perempuan dengan kakak atau adik
perempuan. Lazimnya di Indonesia disebut kakak atikiipar.lbnu

Tamiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki bolemikahi anak

perempuan isteri bapaknya (saudara tiri) dan ames&mpuanisteri

anaknya (cucu cicit). Tetapi ada yang dianfagahayang berpendapat
bahwa anak-anak perempuan dari wanita yang dihaanikharamkan,
kecuali anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak ibu (saudara
sepupu).
b. Larangan dalam waktu tertentu (muakkad).
Larangan dalam waktu tertentu didasarkan pada:

1) Larangan perkawinan karena perbedaan agama.
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a) Larangan perkawinan dengan orang musyrik.
Dasar hukumnya Al-Qur'an sural-Bagarah ayat (221) yang

berbunyi:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik
walaupun dia menarik hatimu”.

Dalam ayat (221) Allah SWT melarang baik laki-laktau
perempuan menikahi perempuan atau laki-laki musgrikpai ia beriman,
karena orang musyrik mengajak ke neraka sedangkah SWT
mengajak ke surga dan ampunan. Seseorang dapakalikanusyrik
apabila telah mempersekutukan Allah SWT dengaim gglah SWT baik
dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbtsgorang
laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dersgamang wanita yang
bukan beragama Islam."

b) Kebolehan mengawini mukminah daanita kitabiyah.
Mukminah adalah sebutan bagi orang (perempuan)mberi
beramal sholeh serta mengikuti ajaran yang dibdefa abi atau
Rasul-Nya, sejak manusia pertama umat Muhammad SA&ita
kitabi atau ahhi al-kilabl atau ahlu al-kitabi aaalgolongan para
pengikut atau penganut ajaran yang dibawa oleh Maba a.s. dan

Nabi Isa a.s. dengan kitab sucinya masing-masiagréf dan Injil).
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Empat Imam Mazhab Hanafi, Syafii, Hambali dan Maliki
berpendapat bahwa wanita kitabi boleh dinikahi taé&hlaki muslim
dengan syarat ibu bapak (orang tua) wanita kitahiid ahlul kitab
(Yahudi atau Nasrani). Menurut Hanafi dan Maliki tidak
mensyaratkan selama wanita kitabi tergolong aitéd koleh dinikahi
meskipun orang tuanya bukan ahlul kltab. Golongayi'als
Imamiyah berpendapat bahwa wanita kitabi adaladwrhdrukumnya.
Surat Al-Bagarah ayat (221) dan Al-Mumtahanah éy@tbahwa kedua
ayat (221) dan (10) melarang menikahi wanita kifr wanita kitabi
termasuk golongan orang kafir musyrik.

c) Larangan wanita muslimah menikah dengan laki/akg tidak beragama
Islam.
Al-Quran tidak mengatur kebolehan wanita muslimnikehi laki-laki
ahlul kitab.Dalam Al-Qur'an suraf\l-Maidah ayat (5) diatur kebolehan
seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab. DalRasal 44 Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi “Seorang wanita dilaramglangsungkan

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beraigtama’”>°

2) Larangan perkawinan Poliandri.
Poliandri adalah seorang wanita memiliki lebih daorang suami. Menurut

Al-Qur'an suratAn-Nisaayat (4) dinyatakan larangan menikahi wanita yang

59 AbdurahmaniKompilasi Hukum Islam di Indonesikademika Pressindo, 2004, him. 48.
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sedang bersuami. Larangan bertujuan untuk menggarkian turunan dan
kepastian hukum seorang anak. Dari sudut wanitahadierupa larangan

melakukan poliandri.

Larangan perkawinan kareiizan.

Li'an adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika gestami
menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat makgajempat orang saksi.
Sumpah dikalikan sebanyak empat kali atas hamé& A& T dan kepada
sumpah kelima adalah Laknat Allah SWT atas dirinyan diatur dalam Al-
Qur'an surafn-Nurayat (4) dan (6).

Akibatnya isteri yand.i'an maka suami isteri bercerai untuk selamanya, dan
tidak dapat rujuk lagi maupun menikah lagi antateab suami isteri. Anak-

anak yang dilahirkan mempunyai hubungan dengagabun

Larangan perkawinan karena zina.

Larangan perkawinan karena zina diatur dalam AQusurafn-Nur ayat

(24) dan (3). Orang-orang berzina hanya dapat atedéngan orang berzina.
Ditetapkan oleh Allah SWT dan diharamkan oranggpranukmin
melakukan di luar ketentuan AlI&WT. Hanafi berpendapat bahwa laki-laki
dilarang menikahi ibu perempuan yang dizinahinyeatfeak perempuannya
dan bapak laki-laki dan anaknya dilarang menikanemppuan. Hanafi
berpendapat karena megigskan persetubuhan dengan perzinahan kepada
persetubuhan dengan perkawinan, sebab kedua-dusaya-sama

menyebabkan lahirya anak karena hukumnya sama.
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5) Larangan perkawinan karena mempunyai empat astery
Hukum perkawinan Islam menganut sistem monogami tertiDkdam
keadaan dan telamemenuhi syarat-syarat tertentu seorang laki-laki
diperbolehkan berpoliganetapi dibatasi hanya boleh mempunyai 4
(empat) orang isteri. Diatur dalam Al-Qur'an sufgi-Nisaayat (3)
yang berbunyi "Laki-laki muslim dibolehkan menikalgnita lebih dan
satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang."
Hadits mengatur mengenai pembatasan yaitu haditsyat Ahmad dan
Tarmizi serta disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Haiang berbunyi
“Daripada Ibnu Umar, bahwa Ghailtglah memeluk agama Islam dan
beristri sepuluh orang, mereka masuk Islam semudmgiEama
suaminya lalu Nabi SAW menyuruh Ghalian, supaya iiilerampat

orang diantara isteri-isterinya dan menceraikargyaim.'¢°

E. Kedudukan Anak
1. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI}ik&r sebagai
keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagausia yang masih

kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang y@nada pada satu masa

60 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihaf,Cit, him. 9Q
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perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untekjadi dewasét

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) p#ataggal 20
November 1990 bertempat di New York menyelenggardkanvention on
the Rights of the Chitd&CRC), diantara hasil-hasilnya menyatakan bahwa :
Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahanakéerdasarkan hukum yang

berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperdietusenyzb2

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TentangRémkn, anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akévkaywinan yang sah. Apabita
seorang wanita yang telah mengandung karena bezimaatiengan orang lain,
kemudian wanita itu kawin sah dengan pria yang bugamberi benih
kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir,kaima adalah anak sah dari
perkawinan wanita itu dengan pria tersebut. Dalakum adat, perkawinan
serupa tersebut disebtiktawin tekap malu” (nikah tambelan) agar si anak
lahir mempunyai bapak.

Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undardgng No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:K'Anaag sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibatpérnian yang salf® Dari
ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak yangsdakah:
a. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.

b. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawaag sah.

61 Anton M. MoelionoKamus Besar Bahasa Indonedalai Pustaka, Jakarta, 1988, him. 30.
62 pasal IConvention on the Rights of the childs.

63 Sudarsond;ukum Perkawinan NasiondPT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991,

him. 298.
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c. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengas ge@tahui bapak
dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikatdauatu perkawinan
yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 42 maupun pasal-pasglaeiatidak menentukan
suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasaankelahiran sebagai anak yang
sah. Seolah-olah Undang-Undang No.1 Tahun 1974afiggnPerkawinan ini
menganggap setiap anak yang lahir dari suatu iketekawinan yang sah dengan
sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang-$stemtersebut. Jadi nampaknya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiniaberpegang pada
prinsip bahwa setiap anak yang lahir dari ikatarkgeinan yang sah, anak
yang dilahirkan itu adalah anak sah dari keduagptaanya.

Dengan berpegang pada hal tersebut maka tentuayesakt didapat
kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak dernygy. Sehubungan
dengan itu, kalau dilihat kepada ketentuan Hukumaria (Undang-Undang
Belanda) maka ditetapkan suatu tenggang waktu kegastuyang paling lama
yaitu 300 (tiga ratus) hari dan suatu tenggang wikhdungan yang paling
pendek yaitu 180 (seratus delapan puluh) haritterbi sejak tanggal hari
perkawinan. Seorang anak yang lahir 300 hari detpkrkawinan orang
tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.

Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewatnya 189 detelah hari
perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak n@alasahnya anak itu,
kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinyagaiedung sebelum perkawinan

dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dilyaasurat kelahiran dan surat
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kelahiran ini turut ditandatanganj olehnya. Dalaedua hal tersebut si ayah itu
dianggap telah menerima dan mengakui anak yamguesebagai anaknya sendiri.
Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada bemlangsungnya atau
dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tenggriada pertanyaan apakah anak
itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun Burdaiang tentu seorang anak
yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.
Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahrgla degngan alasan
isterinya telah berzina dengan lelaki lain, apdt@lahiran anak itu disembunyikan.
Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isteri@jah berzina dengan lelaki lain
dalam waktu antara 180 sampai 300 hari sebelurhideizanak itu. Hal ini diatur
dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 nigeiRarkawinan yang
menyatakarf
a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dilaholeh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya batina dan anak itu akibat
daripada perzinahan tersebut.

b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/telamak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu untuk penyangkalan adalah satu hikkasi ayah
berada di tempat kelahiran anak, dua bulan setel&bmbali jika ia sedang
bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulariedeia mengetahui tentang

kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikamahila tenggang waktu

54 lbid,, him. 298.
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tersebut telah lewat, si ayah itu tidak dapat tagngajukan penyangkalan

terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan setahkan yang
diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil jika tichalngkin didapatkan surat
kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain lasaja keadaan yang
nampak keluar. menunjukkan adanya hubungan sep®tki dengan orang
tuanya. Oleh Hakim yang menerima gugatan penyaagkél, harus
ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakilikayeng diangkat itu.
Ibu si anak yang disangkal itu. yang tentunya galanyak mengetahui
tentang keadaan mengenal anak itu dan juga pakmgpunyai kepentingan,
haruslah dipanggil di muka Hakim. Anak yang lahirlwhr perkawinan
dinamakan anak luar kawin dan hanya memiliki hulungerdata dengan
ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi dantP&sayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Ayaalg dilahirkan di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatgadeibunya dan

keluarga ibunya®>

2. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam.
Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkanyde katavalad-awlad
yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanyaJdiskmaupun perempuan, besar

atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jilkek doelum lahir belum dapat

55 |bid, him. 298.
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disebutal-walad ataual-mawlud tetapi disebut aljanin yang berarti al-mastungya
artinya tertutup daal-khafyyang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan katyru
sehingga katal-walad danal-walidah diartikan sebagai ayah dan Ibu kandung.
Berbeda dengan kaitan yang Udah mesti menunjukkan hubungan keturunan
dan kataab tidak mesti berarti ayah kanduffgSelain itu, Al-Qur'an Juga
menggunakan istilah thifi yang artinya kanak-kart#q ghulam yang artinya
muda remaja kepada anak. yang menyiratkan fasemédngan anak yang
perlu dicermatdan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang dapat
diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fasalagh berarti remaja
dimana anak mengalami puber, krisis identitas damstsi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan Istilabn pada anak, masih seakar
dengan kata bana yang berarti membangun atau bérhikasecara semantis
anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi poyatag kokoh, orang tua
harus memberikan pondasi keimanan, akhlak danskyak kecil, agar anak
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliksjr dan kepribadian
yang teguh. Kata ibn juga sering digunakan dalantuietashghir sehingga
berubah menjadiunayyyang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan
menunjukkan adanya hubungan kedekatagtirab.

Panggilarya bunayygyang artinya "wahai anakku" menyiratkan anak

yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatankasih sayang antara

66 1. Quraish ShihabTafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian éda@, PT. Lentera Hati,
Jakarta, 2004, him. 614.
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orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hasupgang tua dengan
anak, hubungan yang dibangun dalam pondasi yanggedepankan
kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Dalam ,|sdaak adalah anak
yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan AlIBWT dalam perkawinan
seorang laki-laki dan seorang perempuan dengahikaata

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap dah
perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Damyaaeorang anak di
dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknyanigalm kebapakan
(nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubomngasab dengan
bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kamefaanusia, namun
ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama ANAMT SlisucikanDalam
hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaituséataninimal
kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6nfermlan. Berdasarkan

bunyi dalam Al-Qur’an surat Al-Ahgaaf ayat (15) gaperbunyi:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbukidepiada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan fsath dan
melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandarggypai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Dalam suratugman ayat (14) yang berbunyi:

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat b&gada dua
orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung daleaddan
lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalartaiun®.

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamitamdaamenyusu
digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidakndi dalam ayat ini
berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menipan ayat kedua

tersebut menjelaskan masa menyusu selama dua a#uwlan). Ayat ini
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dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusuldyseigut secara global
dalam ayat pertama diatas. Sehingga dapat disimputlahwa 30 bulan
setelah dikurangi 24 bulan masa menyusul. sisamggal enam bulan

sebagai masa minimal kehamilan. MenGmédaryo Soimin:

“Dalam Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekgra
kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikabi@amg

tuanya. tidak perduli apakah orang itu lahir sewakiang tuanya
masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah @rplarena
wafatnya si suami, atau karena perceraian di makghya. Dan
jika anak itu lahir sebelum genap Jangka waktuliaiv maka anak

itu hanya sah bagi ibuny&”.

Menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa pafakaha
menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yangntk adalah 180
(seratus delapan puluh) hé&fiSeluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni
maupunSyi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adaham bulan.
Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak iketaldengan masa
kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kaladg@arhab Hanafiah dihitung
dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulatitung dari masa
adanya kemungkinan mereka bersenggma.

Maka berdasarkan pendapat diatas, anak yang kilahpada waktu
kurangdari enam bulan setelah akad nikah seperti daiamn Elazhab Abu Hanifah,

atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kgkimam senggama sepert

67 Soedaryo Soimirkilukum Orang dan Keluarga Perspsktif Hukum Perdzaaat,
Hukum Islam dan Hukum Ad&T. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, him. 48.
68 Aswadi Syukur)ntisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalarkilrislam PT.

Bina llmu, Surabaya, 1983m. 32.
69 H, M. Zuffran SabrieAnalisa Hukum Islam Tentang Anak Luar NikBlepartemen

Agama RI, Jakarta, 1998m. 65.
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pendapat mayoritas ulama adalah tidak dapat dikisbdepada laki-laki atau suami
wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan laakehamilan itu bukan dari
suaminya.

Dalam hal ini Wahbah Az-Zuhulaili berpendapat, aeasebut tidak bisa
dinishahkan kepada suami perempuari®itliidak sahnya seorang anak untuk
dinisbahkan kepada suami ibunya mengandung pemgeahwa anak itu dianggap
sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyabretangga tidak mempunyai hak
sebagaimana layaknya seorang anak terhadap or@mga.tuntuk memastikan
bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahngaduiegbahkan kepada suami
ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan adaatgayhng dapat digunakan untuk
menentukan anak yang sah atau tidak yaitu:

a. Tempat tidur yang séhl-Firasyus Shahih).
Tempat tidur yang safdalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah
dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Makailapbayi yang
dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubundéepada kedua orang
tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan péwak si ayah dan
bukti-bukti lain untuk menetapkeketurunannya. Dengan adanya tempat
tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan umteketapkan bahwa

anak yang ada adalah anak yang sah.

70 |bid, him. 67-68.
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b. Pengakuan.
Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengarunpeabakuan dengan
syarat:
1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagakdmagi orang
yang mengakuinya.
3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.
Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka awyakg diakui itu

sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

c. Saksi.
Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dexigaya bukti yang konkret
seperti adanya dua orang saksi laki-laki atausgtaki-laki dan dua orang wanita.
Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yamrgl&ah anaknya yang sah
sedang orang yang diakui itu menolak, maka yangakeindapat mengemukakan
dua orang saksi sebagai bukti dan Hakim memutusMara orang yang diakui
itu adalah anak yang sah.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakanwaatatus hukum anak
hasil dari perkawinan wanita hamil menurut Hukutants adalah apabila anak
tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan éaniiahan yang sah kedua orang
tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dandiagsabkan kepada kedua
orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahimkudari enam bulan sejak

pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka ansébtt adalah anak
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yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepatlzakarang tuanya. Anak

ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibufjga sa

F. Perkawinan Fasid

1. Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain hamemuhi syarat-
syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatika@a jketentuan-ketentuan yang
ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudiari diketemukan
penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan pekawinan tersebut
dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikataik perkawinan yang
telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawitersebut dianggap tidak
ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri parigawinannya dibatalkan
dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebakHagang artinya
merusakkan atau membatalkan. Jéiakh sebagai salah satu sebab putusnya
perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan habupgrkawinan yang telah
berlangsung? Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusantang
pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar menaperbatasan agar
dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinseltet, maka pembatalan

perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan gunanpeeoleh keputusan

7t Ahmad Azhar BasyiQp.Cit,him. 9
2 |bid, him. 85.
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pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yataksdnakan batal.
Fasakhdisebabkan oleh dua Ha&l:
a.Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhirralan syarat atau
terdapat adanya halangan perkawinan.
b.Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan ruamgya yang tidak
memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalanapénkn atau
fasakhtersebut, ialah®
a.Syiqaq
Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteritgang menerus. Ketentuan tentang

syiqaqini terdapat dalam Q@n-Nisaayat 35.

b. Adanyacacat
Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami ataikiatk cacat jasmani atau cacat rohani
atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelexkeavinan, namutidak diketahui

oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelftieikad perkawinan, baik ketahuan

atau terjadinya itu setelah suami isteri bergawi belum.

c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir a@fdah batin. karena keduanya

menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

73 Amir SyarifuddinHukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figibinakahat dan
Undang-undang PerkawinaKencana, Jakarta, 2006, him. 253.
"4 1bid, him. 245-252.
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d. Suami gaib (al-mafqud)
Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan teregpabnya dan tidak diketahui

kemana perginya dan dimana keberadaannya dalann yeaig lama.

e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan
Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membednjian perkawinan.
Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan terdelpat menyebabkan terjadinya
pembatalan perkawinan.
Persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinanaditan secara rinci oleh

para ulama dari keempat mazhab seperti terseluatiiini:’>

a. Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawaitladafasakht
1) Pisah karena suami isteri murtad
2) Perceraian karena perkawinan itu fasakh (rusak)
3) Perpisahan karena tidak seimbangnya status (ktdu)suami tidak dapat

dipertemukan.

b. Fasakh menurut Mazhab Syafi'l dan Hanbali:
1) Pisah karena cacat salah seorang suami isteri
2) Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
3) Pisah karena Li'an

4) Salah seorang suami Isteri itu murtad

75 A. Rahman | DoiSyariah | Kharakteristik Hukum Isladan PerkawinanGrafindo Persada,
Jakarta, 1996, him. 309-310.
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5) Perkawinan itu rusak (fasad)

6) Tidak ada kesamaan status (kufu)

c. Fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status\diltoai:
1) Terjadinya Li'an

2) Fasadnya perkawinan

3) Salah seorang pasangan itu murtad
Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik daleniuk pelanggaran terhadap
hukum perkawinamtau terdapatnya halangan yang tidak memungkirlkajutkannya
perkawinan. maka terjadilah akibat hukum berugk tdtiperbolehkannya suami rujuk
kepada mantan isterinya selama isteri itu menjaf@saiddah Akan tetapi apabila
keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawyanmereka harus melakukan
akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalakewénan tersebut tidak mengurangi

bilangarthalag’®

2. Menurut Kompilas Hukum Islam
Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hiRggal 78. Pasal 70

menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak barfelitkukan akad nikah
karena mempunyai empat orang istri, sekalipun kizempatnya itu dalam
iddah talakRay'i

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya

76 Amir Syarifuddin,Op.Cit, him. 253.
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c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telahudijatiga kali talak
olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernahikak dengan pria lain
yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari fiaebut dan telah habis
massa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempumy@aingan darah.
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yanggpatangi perkawinan
menurutPasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentarkgvi#ean
Tentang Perkawinan, yaitu :

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kafbaataupun
keatas;

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamyaitg antara
saudara, antara seorang dengan saudara orangriuEn@aa seorang

dengan saudara neneknya;
3) Berhubungan semendaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibkataenakan dari istaiau
isteri-isterinya.
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahaauguerkawinan
dapat dibatalkan apabila:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pefajadigama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketatagih menjadi Isteri
pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui bemiya);

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idi@athsuami lain;
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d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinaga@hana ditetapkan
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974amgriRerkawinan;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakoleh wali
yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mekayajpembatalan

perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Isldatedn :

a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permolp@mbatalarperkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancamagmalanggar hukum.

b. Seorangsuami atau isteri dapat mengajukan permohonan peerbaerkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinanitpgaghuan atau salah sangka
mengenai diri suami atau istri.

c. Apabila ancaman telah berhenti. atau yang berssdmigka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) ketialalsitu masih tetap hidup
sebagai suami-isteri. dan tidak menggunakan hakityle mengajukan permohonan
pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasalmgildsi Hukum Islam
dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaagilayahi tempat tinggal suami atau
isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disabjuga pada Pasal ini, batalnya suatu
perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agaamapunyat kedudukan hukum

yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungrisanpean.
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3. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkaWiasal 22 dinyatakan
dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkéoijsapara pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinarddlam penjelasannya kata "dapat"
dalam Pasal ini bisdiartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamketentuan
hukum agamanya masing-masing tidak menentukan kdlapun Pasal 27
Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 ilkempukum Islam
mengatur hak-hak suami atadsteri untuk mengajukan pembatalan makala

perkawinan dilangsungkan dalam keadaan ditipu satah sangk&.

Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 TentangaRar&n
menyebutkan bahwa:

a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohgrembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawabaman yang
melanggar hukum.

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohg@embatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pedavwerjadi salah
sangka mengenai diri suami atau isteri.

c. Apabila ancaman telah berhenti. atau yang berssdalgka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) belafak itu masih tetap
hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakdmaknya untuk

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya.gugur

77 Ahmad Rofig,Hukum Islam Di Indonesi&raftndo Persada, Jakarta, 1998, him.148.
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Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkanakapaham, karena
terdapat berbagai ragam tentang pengertian Gagdb) tersebut. Batal berarti
nietig zander krachftidak ada ketentuargonder waarddtidak ada nilal). Dapat
dibatalkan berarthietig verklaad,sedangkarnabsolut nietigadalah pembatalan
mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-UmgdBerkawinan ini berarti
dapat difasidkan, jadefatif nietig.Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan
berarti sebelumnya telah tertjadi perkawinan lalbathlkan karena adanya
pelanggaran terhadap aturan-aturan terténtu.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi katetek berfungsinya
pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabaiveldang sehingga
perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelahditemukan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanka®Rinan Tentang
Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjaglkan Pengadilan Agama
dapat membatalkan perkawinan tersebut atas perranhpihak-pihak yang
berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal dekirh dan bisa dibatalkan
oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sehadinga pembatalan
perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural pemkawKedua, pelanggaran
terhadap materi perkawinan.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan perabatarkawinan ini,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya tokasnbahwa permohonan

pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yarttakenengajukan kepada pengadilan

78 Martiman ProdjohamidjojoHukum Perkawinan Indoensidndonesia Center publishing,
Jakarta, 2002, him. 25.
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di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangstangerkawinan atau tempat tinggal
isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PPONl@hun 1975). Adapun pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dialandPasal 23 ddhasal 24.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur ddtaseal 73. Pihak-pihak tersebut
antara lain:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atasuhmi atau isteri. Misainya
bapak atau ibu dari suami atau isteri. kakek ataakdari suami atau isteri.

b. Suami isteri. suami atau isteri. Artinya bahwaiatifspermohonan itu dapat timbul
dari suami atau isteri saja, atau dapat juga ddddnya secara bersama-sama dapat
mengajukan pembatalan perkawinan.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan bglutuskan. Pejabat yang
ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturarupdang-undangan (Pasal 16 ayat
(2)), namun sampai saat ini urusan tersebut mgs#igaihg oleh PPN atau Kepala
Kantor Urusan Agama. Ketua Pengadilan Agama atawakengadilan Negeri.

d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum asdaagsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karenaawarétn tersebut
masih terikat dengan salah satu dari kedua beladkpilan atas dasar masih
adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan patabgterkawinan yang
baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 32ydan Pasal 44 UU No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



